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DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Menumbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahws dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di  seluruh
Indanesia, perlu adanya pembagian urusan
pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah deongan Pemerintah Provinsi/ D)., dalam
bentule penyelenggaraan program dekonsentrasi
dibidang Porkoperasion, Uswha Mikoe, Keoill dan

Moenengzh;

bahwa uniuk mencapeal tLyran scbagaimana
dimalksud hural a, diperlukan dukungan kegiatan dan
anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah vang dilaksanakan dan
dikelols secara efisien, efektit, >erdaya pguna dan
kerhasil guna yang dikelola SKPD/Dinas yang
Membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D.1.;

bahwa berdasarkan perbimbangan  sehbagaimana

dimakswud dalam hural & den huratf b perlu
menetapkan Peramiran Menreri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Meaengah tentang Pedoman Pelaksanaan
Kematan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tabun 2014
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Mengingal : 1. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang
Kevangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 43535);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 606, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4400},

4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia
Nomor 4544,

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomer 212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3355);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5361);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemeriniahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indaonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementcrian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |

Kementerian Negara;

Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
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15. Peraturan Menleri Keuangan ERepublik Indonesia
Nomor 156/ PMK.O7 /2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas
Pembantuan, sebagaimana telah diubah dan diatur
dengan  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
248/PMK.07 /2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 156/FPME 07 /2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Nomor O5/Per/M KUKM/IX/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/XI/2012
tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012 - 2014;

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indenesia
Nomor 72/PMK.02/2013 itentang Standar Biaya
Tahun Anggaran 2014,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TAHUN 2014,
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.  Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaldilan Rakyatl Daerah menurut asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republk
Indonesia Tahun 1943,

3. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

4, Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunvai batas-batas wilayvah, berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal
di wilayah lerlentu.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, vang selanjutnya disebut
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang

- undang.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut
APBD, adalah suat Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah
vang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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